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Abstrack :

Negara memberi peranan yang

sangat penting untuk mewujudkan ketertiban
di dalam masyarakat, baik di pusat-pusat kota
maupun di daerah lainnya. Secara teoritis,
pada mulanya Negara sebagai organisasi
kekuasaan menerapkan asas Sentralisasi. Hal
tersebut dapat dipahami sebagai kekuasaan
yang Negara berada pada pemerintahan pusat,
namun dalam perkembangannya karena
semakin banyak jumlah penduduk yang
berasal dari beragam etnis maupun budaya,
serta adanya kompleksitas problem yang
sangat tinggi maka tidak dimungkinkan untuk
diterapkan asas-asas setralisasi secara efektif.
Undang undang Dasar Negara Reoublik
Indonesia Tahun 1945 hal ini menganut dua
pola pembagian kekuasaan, yakni pembagian

kekuasaan Negara secara horizontal dan
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secara vertical. Kekuasaan secara
horizontal berarti kekuasaan berdasarkan
kepada fungsi-fungsi lembaga tertentu,
sedangkan kekuasaan secara vertical adalah
pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan-
tingkatan

pemerintahannya, seperti

pemerintah pusat, daerah provinsi atau

kabupaten dan kota.

Dalam hal ini secara jelas UUD 1945
telah mengamanatkan bahwa pemerintah
harus menerapkan pemberian kewenangan
terhadap daerah-daerah sebagai bentuk
implementasi dari otonomi daerah. Selain itu,
UUD 1945 tidak

ketatanegaraan Indonesia saja, akan tetapi

hanya  mengatur
mengatur juga mengenai kekayaan Indonesia.
Salah satu hal yang diatur dalam peraturan

adalah
1

perundang-undangan Indonesa
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mengenai sumber daya alam atau kekayaan
alam yang ada di Indonesia.

Amanat UUD 1945

kekayaan alam tersebut kemudian ditindak

mengenai

lanjuti melalui pembentuan undang-undang,
yakni undang-undang, Nomor 11 Tahun 1967
tentang ketentuan-ketentuan pokok
pertambangan sebagaimana telah dicabut dan
diganti dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara dalam
terakhir diubah dengan

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-undang

(selanjutnya disebut sebagai uu
Pertambangan).
Pertambangan sendiri  merupakan

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
Kata Kunci :

Alam, Undang-undang Pertambangan

Pendahuluan

rangka, pengelolaan dan pengusaan mineral
atau batubara yang meliputi penyelidikan
umum,

eksplorasi,  studi  kelayakan,

konstruksi, penambangan, pengolahan
dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan

penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jenis Normatif Yurudis,
dan data yang digunakan adalah data primer
dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan
metode Analisi Dedukatif. Hasil penelitian

yang diperoleh adalah untuk mengetahui

Kewenangan Pemerintah daerah Dalam
Memberikan lIzin Pertambangan Rakyat
Untuk Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat.

Undang-undang pemberian kewenangan, Undang-undang Sumber Daya

Pengertian kewenangan dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan dengan wewenang, yaitu
hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Sadhily menerjemahkan wewenang
(authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi

tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Hasan Shadhily
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memperjelas terjemahan authority dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian
wewenang (delegation of authority)”. Delegation of authority ialah proses penyerahan wewenang
dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (subordinates) yang disertai tmbulnya
tanggung jawab untuk melakukan tugas tersebut. Proses delegation of authority dilaksanakan
melalui langkah-langkah yaitu : menentukan tugas bawahan tersebut ; penyerahan wewenang itu
sendiri ; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

Wewenang sebagai konsep hukum public sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen,

yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksud untuk
mengendalikan prilaku subjek hukum.

2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.

3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar

umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum vyaitu asas legalitas (legalititeits beginselen atau
wetmatigheid van bestuur), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari
peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakan hukum administrasi terdapat du acara untuk
memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandate,

ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu pada
kewenangn yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha
negara tidak dapat melakasanakan suatu perbuatan pemerintahan. Kewenangan yang sah

merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan.

Pertambangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urusan pekerjaan dan
sebagainya yang berkenaan dengan tambang, sedangkan dan kata yang berkenaan dengan
tambang, sedangkan dan kata ilegal dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah “tidak illegal”

tidak menurut hukum; tidak sah. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari Bahasa
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inggris, yaitu Maining Law. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggali
pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstrasi mineral dan bahan

tambang lainnya dari dalam bumi atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah.

Menurut Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
bahwa definisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan
pertambangan itu adalah suatun kegiatan yang besar yang tentu juga bias menghasilkan

keuntungan besar bagi pengelolanya.

Dalam konteks izin kegiatan pertambangan, amdal menjadi tolak ukur yang mendasar,
terutama dalam hal pelacakan izin pertambangan. Oleh karena itu, amdal melakukan analisis
ilmiah yang berbeda untuk setiap jenis kegiatan pertambangan. Amdal sebagai landasan pertama
dari sistem izin pertambangan akan berdampak signifikan terhadap izin lingkungan yang
dikeluarkan oleh pemerintah. Bias dikatakan bahwa amdal merupakan keran utama untuk

menentukan kualitas izin lingkungan dan izin kegiatan.

Penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha ini sudah tentu
tidak menerapkan prinsip pertambangan yang baik dan benar. Undang-undang pertambangan
mineral dan batubara Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa asas keadilan adalah asas dalam
pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara, dan pemanfaatan itu memberikan hak dan
selera yang sama bagi seluruh masyarakat. Peraktik tambang illegal yang tidak menerapkan good
mining practice tentunya akan berdampak pada lingkungan, lingkungan akan menjadi rusak dan

tercemar.

Jurnal limiah Cahaya Hukum Volume 3.7.2023
Internasional Standard Serial Number
(ISSN) LIPI 2830.4845




Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum : Jurnal Ilmu Hukum

Program Studi Magister limu Hukum Universitas Mathla’ul Anwar
Volume 3. Nomor.1, Juli 2023

Kata Kunci: Undang-undang pertambangan, pengertian wewenang, pengertian
pertambangan.

Studi Literatur

Pada penelitian ini, peneliti berupaya mencari perbandingan dengan peneliti terdahulu untuk
selanjutnya agar dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang akan dating, selain itu apa
yang telah dikaji oleh peneliti terdahulu dapat membantu menunjukkan orsinalitas dari penelitian
yang dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya
dengan tema yang dikaji dan diteliti oleh penulis yaitu: Kristian Hido, Dientje Rumimpunu dan
Reymen M. Rewah, jurnal yang berjudul, “Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlaku UU No. 3 Tahun 2020 dalam penelitian ini
ditemukan bahwa kesalahan pemahaman oleh pemerintah daerah khususnya dalam UU No. 4
Tahun 2009 adalah memaknai desentralisasi yang telah menyebabkan terjadinya bahwa eksplorasi
dan eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan, masih banyak diwarnai oleh
paradigma yang menilai sumber daya sebagai sumber pendapatan ketimbang modal. Sikap saling
berkebutuhan yang semestinya berlangsung demi terciptanya keseimbangan kualitas hidup yang
lebih tinggi, pada akhirnya lebih didominasi oleh hasrat manusia untuk menguasai alam. Dengan
dikembalikannya kewenangan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada pemerintah pusat
melalui perubahan terhadap UU No 4 Tahun 2009 melalui UU No 3 Tahun 2020 menandai adanya
pengalihan kembali ke sistem yang sentralistis. Hal ini tentunya berdampak pada kurangnya
pemaknaan terhadap pasal 18, 18 A dan 18 B dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, Partisipasi
Masyarakat Lokal, Sosial Budaya Masyarakat Lokal, Kepentingan Masyarakat Lokal, Demokratis
Kebijakan serta pengawasan negara terhadap keberlangsugan izin.

M. Saleh, Kafrawi, Abdul Khair dan Sarkawi, jurnal dengan judul, “Peran Pemerintah Daerah

dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat”, dalam penelitian ini ditemukan bahwa kekayaan
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sumber daya alam yang ada setidaknya mampu menopang perekonomian suatu negara, tidak
terkecuali juga bagi pemerintah daerah. Salah satu kekayaan yang dimiliki tersebut adalah
kekayaan alam berupa tambang mineral, batubara dan gas bumi. Kegiatan pertambangan yang ada
hamper disemua daerah telah mampu membawa perubahan yang signifikan bagi masing-masing
daerah, baik itu dalam bentuk penerimaan kas daerah, peningkatan ekonomi daerah, pembangunan
fisik dan sebagainya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Pemerintahan Daerah dalam
Pengaturan Pertambangan Rakyat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini metode normative
empiris, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep
dan pendekatan empirik. Hasil penelitian, kebijakan pengelolaan tambang rakyat yang dilakukan
oleh pemerintah daerah diperuntukan untuk mampu meningkatkan tarif hidup masyarakat
setempat dan masyarakat pada umumnya. Aktifitas pertambangan rakyat tersebut seyogyanya
tetap menjaga kelangsungan hidup dan keamanan ekosistem lain yang terkait dengan tambang
rakyat tersebut. Di samping itu, dalam penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah, hal yang penting lagi adalah peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap
kebijakan tersebut.

Eko Nuriyatman dan Triyas Hernanda, jurnal dengan judul, “Tinjauan Yuridis Undnag-undang
Pemerintahan Daerah Tentang Kegiatan Pertambangan” dalam penelitian ini ditemukan bahwa
terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pemerintahan izin kegiatan
pertambangan berada pada pemerintahan provinsi. Sedangkan di UU No 3 Tahun 2020 tentang
perubahan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, Izin Pertambangan kewenangannya ada pada
Kementrian Pusat, sehingga didalam penerapannya berlaku lahsus lex specialis derogate legi
generalisasi. Perkembangan kegiatan pertambangan yang terjadi di Indonesia memberikan dampak
yang besar terhadap kegiatan pertambangan, dengan adanya kewenangan terhadap kegiatan
pertambangan memiliki tujuan agar pengelolaan kegiatan pertambangan tidak terpusat dan dapat

meningkatkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Metode Penelitian
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Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan
sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlakukan sehubungan dengan permasalahan. Data
yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung

data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal
ini memberikan perkembangan mendasar terhadap kebijakan pertambangan nasional, sehingga
otonomi daerah merupakan landasan tambahan bagi penyusun kebijakan pertambangan nasional
terutama jika dikaitkan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah
memberikan kesempatan bagi daerah untuk menggali potensi bagi kepentingan daerah dan
masyarakatnya, namun kewenangan daerah tidak mencakup seluruh sektor pertambangan

karenanya tidak dapat mengambil kebijakan sebebas-bebasnya.

Pemda dapat melakukan penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara serta
pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan. Pemda dapat
mendorong peran serta masyarakat pada bidang usaha pertambangan dalam rangka kelestarian
lingkungan sekitar lokasi tambang. Fungsi koordinasi juga dapat dilakukan antar pemerintah
daerah provinsi dan kabupaten/kota hingga level kementrian terkait dalam hal penyampaian
informasi hasil inventarisasi penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi. Bahkan adanya
kewajiban peran pemda penyampaian informasi hasil poduksi, penjualan dalam negeri, serta

ekspor kepada pemerintah pusat kepada hal ini adalah menteri terkait.

Hal yang terpenting ialah partisipasi pemda untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap reklamasi lahan pasca tambang serta peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan

provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha
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pertambangan. Beberapa kewenangan yang diperankan pemda tersebut dimana tertuang dalam
pasal 7 dan pasal 8 UU Minerba No. 4 tahun 2009 telah dihapus atau dicabut oleh pemerintah
pusat dan di ganti dengan UU No 23 Tahun 2014 . Sehingga, pemerintah daerah hanya menjadi
perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal pendelegasian atau pelimpahan kewenangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat 4 UU Minerba No. 3 Tahun 2020. Pemerintah pusat dapat
mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah Daerah Provinsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lemahnya kewenangan pemda
ditegaskan kembali di dalam UU Minerba No.3 Tahun 2020 pada pasal 4 mengenai hak
penguasaan mineral dan batubara dan Pasal 6 terkait kewenangan pengelolaan pertambangan

dimana kedua hal tersebut sepenuhnya menjadi otoritas pemerintahan pusat.

Pembahasan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum Tata Negara dan
hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G.
Steenbeek menyatakan “Het Begrip boveogheid is dan ook een kembegrip in he staats-en
administratief recht”. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang

merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi

Kewenangan tidak hanya diartikan dengan hak untuk melakukan prsaktik kekuasaan.
Namun kewenangan juga diartikan yaitu: untuk menerapkan dan menegakkan hukum; ketaatan
yang pasti; perintah; memutuskan; pengawasan; yurisdiksi; atau kekuasaan. Pada umumnya,
kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau

golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang karisma atau kekuatan fisik”.

Undroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan
mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: wewenang yang diperoleh secara
“atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru.
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Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN
yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan dan Jabatan
TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada
mandate, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari

Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Wewenang sebagai konsep hukum public sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen,

yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk
mengendalikan prilaku subjek hukum.

2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.

3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar

umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenanga).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteits beginselen atau
wetmatigheid van bestuur), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari
peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat du acara untuk
memperoleh wewenang pemerintahan yaitu; atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga mandate,

ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memeperoleh wewenang.

Otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”, dalam Bahasa
Yunani, “otonom” berasal dari kata “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan
dan undang-undang. Dengan demikian otonom dapat diartikan sebagai kewenangan untuk
mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus
rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batasan-batasan wilayah.

Menurut pakar Sugeng Instianto, otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan
mengurus rumah tangga daerah. Sementara itu Ateng Syarifudin mengatakan mengartikan

otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian yang yang dimiliki daerah tetapi bukan
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kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang terwujud melalui
pemberian sesempatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada
suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah
masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan
pada suatu wilaya atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau
daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan
termasuk pengaturan social, budaya, dan ideology yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah

lingkungannya.

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia mengalami pasang surut dengan corak yang
berbeda-beda, yang tentunya dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang coraknya
berbeda-beda pula, karena lahirnya undang-undang yang mendasari otonomi daerah itu

dilatarbelakangi oleh kondisi politik hukum yang berkembang pada saat itu.

Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggali pertambangan
merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstrasi mineral dan bahan tambang lainnya
dari dalam bumi atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah. Menurut
sukandaruni usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan
usaha untuk mengambil bahan galian dengah tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi
kepentingan usaha. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari menari
dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan

perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).

Menurut undang-undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
bahwa definisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
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Hukum pertambanganmerupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami
perkembangan yang sangat pesat. Hal ini memuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada decade tahun 1960-an undang-
undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, sementara pada decade Tahun 2000 atau
khususnya pada Tahun 2009, maka pemerintahan dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

Kegiatan pertambangan dapat dilakukan oleh swasta berdasarkan izin pertambangan dari
pemerintah yang dikenal dengan istilah kuasa pertambangan. Istilah kuasa pertambangan untuk
pertama kali digunakan dalam Undang-undang No 37 Prp Tahun 1960. Istilah kuasa pertambangan
tersebut menggantikan pengertian ‘“konsesi” atas dasar Indischue Mijnwer yaitu undang-undang
pertambangan yang berlaku pada zaman penjajahan belanda dulu. Dalam perosesnya perubahan
sesuai dengan Undang-undang No.37 Prp Tahun 1960 sudah dianggap tidak lagi memenuhi
tuntutan pembangunan, maka diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dikemukaan

perbedaan antara konsesi lama dan kuasa pertambangan.

Bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat:
1. Penguatan Regulasi:
Peraturan Daerah (Perda) tentang IPR:

a. Menetapkan persyaratan dan prosedur yang jelas dan transparan untuk pemberian IPR.

b. Mengatur jenis IPR yang dapat diberikan, termasuk skala usaha dan jenis mineral yang
dapat ditambang.

c. Memastikan kesesuaian dengan regulasi nasional terkait pertambangan rakyat.

Pedoman Teknis:
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a. Menyusun pedoman teknis untuk kegiatan penambangan rakyat yang ramah lingkungan
dan berkelanjutan.
b. Memberikan panduan bagi penambang rakyat dalam memenuhi standar lingkungan dan

keselamatan kerja.
Standar Operasional Prosedur (SOP):

a. Mengembangkan SOP yang jelas untuk proses pemberian IPR, mulai dari pengajuan
permohonan hingga penerbitan izin.
b. Memastikan SOP tersebut mudah dipahami dan diakses oleh penambang rakyat.

2. Peningkatan Koordinasi:
Membentuk Tim Koordinasi:
Membentuk tim koordinasi yang terdiri dari pemda, pemerintah pusat, dan perwakilan masyarakat.
Tugas tim koordinasi adalah:

a. Merumuskan strategi dan kebijakan terkait IPR.
b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan IPR.
c. Menyelesaikan konflik dan sengketa yang terkait dengan IPR.

Membangun Sistem Informasi:

a. Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk pengelolaan data dan informasi
terkait IPR.

b. Sistem informasi tersebut harus mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.
Melaksanakan Konsultasi Publik:

a. Melakukan konsultasi publik secara berkala dengan masyarakat untuk mendapatkan
masukan dan saran terkait IPR.
b. Memastikan partisipasi masyarakat yang aktif dan bermakna dalam proses pembuatan

kebijakan.

12
Jurnal limiah Cahaya Hukum Volume 3.7.2023
Internasional Standard Serial Number
(ISSN) LIPI 2830.4845




Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum : Jurnal Ilmu Hukum

Program Studi Magister limu Hukum Universitas Mathla’ul Anwar
Volume 3. Nomor.1, Juli 2023

3. Pembinaan dan Pengawasan:
Pembinaan:

a. Melakukan pembinaan kepada penambang rakyat untuk meningkatkan kapasitas dan
pengetahuan mereka tentang praktik penambangan yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan.

b. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada penambang rakyat dalam mengelola
usahanya secara efektif dan efisien.

Pengawasan:

a. Melakukan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan penambangan rakyat untuk
memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku.

b. Menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penambang
rakyat.

4. Pemberian Akses Permodalan dan Pendampingan:

Memfasilitasi Akses Permodalan:

Memfasilitasi akses penambang rakyat kepada lembaga keuangan formal dan informal
untuk mendapatkan modal usaha.
Memberikan insentif permodalan bagi penambang rakyat yang menerapkan praktik

penambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Memberikan Pendampingan:

a.

b.
5.

Memberikan pendampingan kepada penambang rakyat dalam mengelola keuangan dan
mengeambangkan usahanya.
Membantu penambang rakyat dalam memasarkan produk mereka dan mengakses pasar.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan:

Memperkuat Kapasitas Aparatur Pemda:
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Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur pemda terkait dengan
pengelolaan IPR.
Meningkatkan kapasitas aparatur pemda dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan

penegakan hukum terhadap penambang rakyat.

Membangun Kelembagaan Masyarakat:

a.

6.

Membantu masyarakat dalam membentuk koperasi atau kelompok usaha bersama (KUB)
untuk mengelaola usaha pertambangan rakyat.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengawasi kegiatan
penambangan rakyat dan melindungi lingkungan.

Penegakan Hukum:

Menindak Tegas Pelanggaran:

a.

7.

Menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh penambang rakyat, seperti penambangan
tanpa izin, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran keselamatan kerja.

Memberikan sanksi yang tegas dan proporsional kepada pelanggar.

Membangun Sistem Penegakan Hukum yang Efektif:

Membangun sistem penegakan hukum vyang efektif dan efisien untuk menangani
pelanggaran terkait IPR.

Memastikan koordinasi yang baik antara pemda, aparat penegak hukum, dan masyarakat
dalam menegakkan hukum.

Sosialisasi dan Edukasi:

Melakukan Sosialisasi:

a.
b.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang regulasi, kebijakan, dan manfaat IPR.
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan

dan menerapkan praktik penambangan yang berkelanjutan.

Meningkatkan Edukasi:
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a. Meningkatkan edukasi kepada penambang rakyat tentang praktik penambangan yang
ramah lingkungan dan berkel
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